
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR 

PROVINS! SUMATERA SELATAN 

PERATURAN BUPATI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR 

NOMOR 9 TAHUN 2021 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 79 TAHUN 2017  

TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN 

DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bah wa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas 

dan fungsi serta kinerja Pimpinan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur 

maka perlu penyesuaian hak keuangan dan 

administratif Pim pinan D PRD; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 

79 Tahun 2 0 1 7  tentang Pelaksanaan Hak Keuangan 

dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering 

Ulu Timur. 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2 .  Undang-Undang Nomor 1 7  Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286);  

3.  Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan 

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan 

Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Propinsi 

Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 152,  Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3952); 
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4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;  

tentang 

Republik 

Lembaran 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1  tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2 0 1 1  Nomor, 82 Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5568) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 20 18  tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17  Tahun 

2014 ten tang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6187 ) ;  

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015  Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4410 )  sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 1  Tahun 2007 
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler 

dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4712) ;  / 
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Menetapkan 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017  tentang 

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lernbaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2 0 1 7  Nomor 100, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang 

Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota. (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197); 

1 1.  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019  tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

12.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017  

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 

serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 

Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2017  Nomor 1067); 

13.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 1781 ) ;  

14 .  Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 79 

Tahun 2017 ten tang Pelaksanaan Hak Keuangan dan 

Administratif Pimpinan clan Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur 

(Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur 

Tahun 2017 Nornor 79; 

MEMUTUSKAN 

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 79 TAHUN 2017 

TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF 

PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ogan 

Komering Ulu Timur Nomor 79 Tahun 2017 tentang 

Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan 

dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan 

Komering Ulu Timur Tahun 201 7 Nomor 79), diubah 

sebagai berikut : 
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Besar Tunjangan Rumah Negara dan Perlengkapannya, 
Serta Tunjangan Kendaraan Dinas Jabatan Bagi Pimpinan 
DPRD sebagaimana tertuang dalam lampiran Peraturan Bupati 
Nomor 79 Tahun 2017 ,  Poin J. huruf A angka 1 dan 2 diubah 
sebagai berikut: 
A. Tunjangan Perumahan 

No. KOMPONEN SATUAN JUMLAH 

1. 2 .  3.  4. 

1 .  Ketua DPRD OB Rp. 2 1 .  750.000,- 

2. Wakil Ketua DPRD OB Rp. 21.500.000,-  

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, 
pengundangan Peraturan Bupati 
penempatannya dalam Berita Daerah 
Komering Ulu Timur. 

memerintahkan 
ini dengan 

Kabupaten Ogan 

Ditetapkan di Martapura 

pada tanggal 28 Janu; 2021  

BUPATI OGAN KOME 

Diundangkan di Martapura 

pada tanggal a9 Januari 2021 

f] SEKRETARIS DAERAH 
I ABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR, 

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2021  NOMOR 9 
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